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RINGKASAN 

 

Di dalam praktik peradilan seringkali tuntutan pokok (petitum primair) disertai 

dengan tuntutan pengganti (petitum subsidair). Isi dari tuntutan itu berbunyi : Ex 

Aequo et Bono atau mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan. Tujuan 

petitum ini agar apabila tuntutan primer ditolak masih ada kemungkinan 

dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan dari hakim serta keadilan 

dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam rangka menerapkan prinsip 

kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus gugatan yang disertai petitum 

subsider, pertama, hakim perlu memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 178 (2) 

HIR dan Pasal 67c UU No. 14 Tahun 1985, yang menentukan bahwa hakim wajib 

mengadili semua bagian tuntutan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 Dalam praktik peradilan ada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang 

membenarkan hakim yang menjatuhkan putusan melanggar asas ultra petita, yaitu: 

1. Bagaimana penerapan asas ultra petita oleh hakim dalam perkara perdata?  

2. Bagaimana kedudukan dari asas ultra petita dalam perkara perdata menurut 

prinsip keadilan dan kepastian hukum? 

Hasil Penelitian : Hakim dilarang mengesampingkan tuntutan, sehingga apabila 

melanggar ketentuan tersebut akan dapat dibatalkan dalam pemeriksaan banding, 

kasasi atau peninjauan kembali, yang dinilai onvoldoende gemotiveerd. Kedua, 

hakim juga perlu. memperhatikan pengaturan Pasal 178 ayat (3) HIR, yang pada 

dasarnya untuk membatasi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan 

perkara. 

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 

1974 yang salah satu konsiderannya menyatakan “Menambahkan alasan-



 

 

   

  

alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban 

hakim berdasarkan Pasal 178 HIR”. 

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 

yang salah satu konsiderannya menyatakan “Mengabulkan melebihi dari 

apa yang digugat adalah diizinkan selama hal ini masih sesuai dengan 

kejadian materiil”.  

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 

yang salah satu konsiderannya menyatakan “Mengabulkan lebih dari 

petitum, diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Disamping itu dalam 

hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara pidana maupun 

hukum acara, Hakim bersifat aktif” 

Secara normatif ultra petita dianggap bertentangan dengan asas hukum perdata di 

mana hakim bersifat pasif. Dalam pelaksanaanya hakim dibatasi oleh segala 

peraturan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung selaku pengawas dalam 

ruang lingkup hakim, dan apabila dalam pelaksanaan proses peradilan terdapat 

kesalahan ataupun unsur kesengajaan dalam menjatuhkan putusan, maka hakim 

dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana berdasarkan peraturan 

yang berlaku, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (6). Melalui putusannya, hakim dapat 

mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga Negara, 

dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya 

kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan 

pengadilan yang selalu diucapkan “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha 

Esa”. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya 

dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Sedangkan dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas 

hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan 

benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa 

yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, 

pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan 

untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan 



 

 

   

  

berdasarkan hasil pembuktian. Tugas hakim dalam pembuktian adalah membagi 

beban pembuktian, menilai dapat tidaknya suatu alat bukti diterima, serta menilai 

kekuatan pembuktian. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, hakim terikat pada 

alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diajukan 

oleh para pihak di persidangan. Asas hakim aktif dan hakim pasif dalam hukum 

acara perdata tidak hanya terbatas untuk mencari kebenaran formil. Dalam batasan 

dan kasus tertentu, hakim juga dituntut untuk mencari kebenaran yang tidak sekedar 

formil (kebenaran berdasarkan pembuktian menurut peraturan perundang undangan 

dan hukum yang berlaku), namun juga kebenaran yang dipercayainya berdasarkan 

kesadaran dan cita hukum yang dianutnya. Hal tersebut sesuai dengan cita hukum 

progresif sebagai “Ilmu Hukum yang membebaskan”. Dimana hukum progresif 

yang bersifat cair dan senantiasa gelisah melakukan pencarian dari kebenaran satu 

kebenaran selanjutnya, membawa hukum progresif menjadi semacam gerakan 

pembebasan. Pergeseran prinsip hakim tersebut sesuailah jika tujuannya lebih 

kepada mencari keadilan untuk masyarakat pencari keadilan khususnya pada 

praktik peradilan perdata. Setiap perkara memiliki ciri khas dan kriteria masing-

masing, yang terkadang secara norma belum ada diatur sehingga memerlukan 

putusan yang berkeadilan, sehingga menurut interpretasi hakim putusannya jadi 

ultra petita dan dalam praktiknya banyak hakim yang melanggar larangan ultra 

petita karena pada hakikatnya, menurut Gustav Radbruch, ketika keadilan 

diutamakan, selanjutnya harus menyesuaikan produk hukum yang bertentangan 

dengan keadilan hukum itu agar kepastian hukum dan keadilan hukum itu berjalan 

secara bersamaan. 
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ABSTRAK 

 

 

Kata Kunci : Kekuasaan Kehakiman, Ultra Petita, Keadilan  

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan analisis mengenai penerapan asas 

ultra petita oleh hakim dalam perkara perdata dengan disertai dengan penerapan 

dan kedudukan asas ultra petita oleh hakim dalam perkara perdata. Untuk 

menjawab tujuan tersebut dilakukan dengan penelitian yuridis normatif 

menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosio 

legal. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis dengan sumber bahan hukum yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum diolah dengan membagi-bagi 

bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian 

rupa untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dan kemudian dituangkan 

kedalam pembahasan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti dan 

diakhiri dengan sebuah kesimpulan. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertama Ultra Petita adalah 

penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus 

melebihi daripada yang diminta. Asas ini digariskan dalam hukum acara perdata 

dalam ketentuan pada Pasal 178 Ayat (3) H.I.R dan Pasal 189 Ayat (3) RBg bahwa 

tindakan hakim yang melanggar asas ultra petita ini dapat dipersamakan dengan 

tindakan yang tidak sah karena dianggap sama dengan melakukan pelanggaran 

terhadap prinsip rule of law, Namun dalam penerapannya asas ultra petita dalam 

praktiknya boleh dilaksanakan selama di dalam batasan posita. Kedua Dalam 

praktik peradilan ada beberapa persoalan yang bisa menimbulkan pemikiran yang 

berbeda-beda terkhusus bagi para Hakim di dalam memaknai asas ultra petita. 

Sehingga dalam hal ini hakim memiliki interpretasi dalam pelaksanaan asas ultra 

petita. Hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan tiap petitum 

dan posita para pihak, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan 

peraturan-peraturan internal peradilan di bawah Mahkamah Agung sehingga 

kedudukan ultra petita diperbolehkan karena yang diutamakan adalah keadilan, 

kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.
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ABSTRACT 

 

 

Keywords: Judicial Power, Ultra Petita, Justice 

The aim of this research is to provide an analysis of the application of the ultra 

petita principle by judges in civil cases accompanied by the application and 

position of the ultra petita principle by judges in civil cases . To answer this goal, 

normative juridical research is carried out using a statutory regulatory approach 

and a socio-legal approach. This research is a prescriptive analysis with legal 

material sources obtained through literature study. Legal materials are processed 

by dividing legal materials according to the problem section, then arranged in such 

a way as to answer the legal issues that have been formulated and then put into 

discussion as an answer to the main problem being researched and ending with a 

conclusion . 

 

The results of this research show that the first, Ultra Petita is a decision by a judge 

on a case that was not prosecuted or decided more than what was requested. This 

principle is outlined in civil procedural law in the provisions of Article 178 

Paragraph (3) HIR and Article 189 Paragraph (3) RBg that a judge's action that 

violates the ultra petita principle can be equated with an invalid action because it 

is considered the same as committing a violation of the rule principle. of law, 

however, in practice the principle of ultra petita may be implemented as long as it 

is within posita limits. Second, in judicial practice, there are several issues that can 

give rise to different thoughts, especially for judges, in interpreting the principle of 

ultra petita. So in this case the judge has an interpretation in implementing the ultra 

petita principle. The judge in giving a decision must consider each petitum and 

posita of the parties, and be guided by statutory regulations and internal judicial 

regulations under the Supreme Court so that the ultra petita position is permitted 

because the priority is justice, then expediency and then legal certainty . 
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